SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB) KOTA DEPOK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
DEPOK NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB)
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Depok, perangkat daerah yang membidangi
masalah bencana adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang sudah tidak diperlukan lagi Satuan
Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana
(Satlak-PB) Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana
(Satlak-PB) Kota Depok;



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

S. Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

WALI KOTA DEPOK NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN

PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB) KOTA

DEPOK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN

WALI KOTA DEPOK NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 31

TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

(SATLAK-PB) KOTA DEPOK.



Pasal 1
Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota
Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB) Kota
Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 31)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB)
Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 34),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Dengan dihapuskannya Satuan Pelaksanaan Penanggulangan
Bencana (Satlak-PB), maka wurusan penanggulangan bencana

dikoordinir oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 3
Dengan dihapuskannya Satuan Pelaksana Penanggulangan
Bencana (Satlak-PB), maka seluruh sarana prasarana maupun dana
bantuan masyarakat untuk bencana alam yang dikelola oleh Satlak-

PB dikelola dan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.

Pasal 4
Pengaturan pengelolaan dana bantuan masyarakat untuk bencana

alam akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Oktober 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 63

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
: Wy, AT DAERAH KOTA DEPOK




